SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah
merupakan dokumen perencanaan sebagai
penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah
dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten
Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Klaten Nomor 33 Tahun 2019
tentang Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2020, maka perlu
ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten

Tahun 2020;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka



Mengingat

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 37 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2020;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);



6.

10.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan



11.

12.

13.

14.

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 110);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah  Kabupaten Klaten Tahun  2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 46);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten tahun 2018 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor

178);



Menetapkan

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016
tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2016
tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 58);
Peraturan Bupati Klaten Nomor 33 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2019 Nomor 32) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 30 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten
Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020
(Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor
30);

Peraturan Bupati Klaten Nomor 37 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2019 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020



Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 37 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020
(Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 36) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 1
(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan
penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menjadi pedoman

Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA SKPD.

2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 2
(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
BAB1 :PENDAHULUAN
BAB II :HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN
II
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BABV :PENUTUP
(2) Isi beserta uraian Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

3. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
4. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Klaten.

Mengesahkan . .
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya Ditetapkan di Klaten
a.n SEKRETARIS DAERAH .
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM pada tanggal 17 Juli 2020
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap BUPATI KLATEN,
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum Cap
Pembina
NIP. 19700902 199903 2 001 ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 17 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 30
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